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Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pakuncen,
Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, mengenai aspek hukum
dalam perjanjian sewa-menyewa. Banyak pelaku UMKM di wilayah ini
yang terlibat dalam aktivitas sewa-menyewa lahan, bangunan, atau
peralatan untuk menjalankan usaha mereka. Namun, minimnya
pengetahuan mengenai hak dan kewajiban yang diafur dalam
perjanjian sewa-menyewa dapat menyebabkan terjadinya konflik
atau kerugian di pihak UMKM. Penyuluhan ini memberikan informasi
mengenai pentingnya perjanjian tertulis, unsur-unsur penting dalam
perjanjian sewa-menyewa, serta cara menyelesaikan sengketa yang
mungkin fimbul. Selain itu, peserta juga diberikan contoh-contoh
kasus dan solusi praktis yang dapat dimplementasikan dalam usaha
mereka. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, dan
simulasi perjanjian. Hasil dari penyuluhan ini menunjukkan adanya
peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM tentang
pentingnya perjanjian sewa-menyewa yang jelas dan  sah.
Diharapkan, pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan ini dapat
membantu UMKM di Desa Pakuncen untuk menjalankan usaha
mereka dengan lebih aman dan terhindar dari masalah hukum di
masa depan.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum Perjanjian, Sewa Menyewa,UMKM

Abstract

Medium-sized Enterprises (MSMEs) in Pakuncen Village, Bojonegara Subdistrict,
Serang Regency, regarding the legal aspects of lease agreements. Many
MSME players in this area are involved in leasing land, buildings or equipment
to run their businesses. However, the lack of knowledge regarding the rights
and obligations stipulated in lease agreements can lead to conflicts or losses
on the part of MSMEs. This counseling provides information on the importance
of written agreements, important elements in lease agreements, and how fo
resolve disputes that may arise. In addition, participants were also given case
examples and practical solutions that can be implemented in their businesses.
The methods used included lectures, discussions, and agreement simulations.
The results of this counseling showed an increase in legal awareness among
MSME actors about the importance of clear and legal lease agreements.
Hopefully, the knowledge gained from this counseling can help MSMEs in
Pakuncen Village to run their businesses more safely and avoid legal problems
in the future.

Keywords: Legal Counseling on Agreements, Leases, MSMEs
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PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
merupakan tulang punggung perekonomian di
Indonesia, fermasuk di Desa Pakuncen, Kecamatan
Bojonegara, Kabupaten Serang. Namun, meskipun
memiliki peran yang vital, banyak pelaku UMKM di
wilayah ini menghadapi berbagai fantangan, salah
satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai
aspek hukum yang terkait dengan aktivitas bisnis
mereka, khususnya dalam perjanjian  sewa-
menyewa. Sebagian besar UMKM di Desa Pakuncen
menjalankan usahanya di lahan atau bangunan
yang disewa, baik dari pemerintah, swasta, maupun
perorangan. Sering kali, perjanjian sewa-menyewad
dilakukan secara lisan atau tanpa didasari oleh
pemahaman yang memadai tentang hak dan
kewajiban masing-masing pihak. Hal ini berpotensi
menimbulkan berbagai masalah hukum, seperti
perselisihan fentang masa sewa, kenaikan harga
sewa, atau pengakhiran perjanjian secara sepihak.
Akibatnya, peloku UMKM dapat  mengalami
kerugian finansial dan operasional yang berdampak
pada kelangsungan usaha mereka.

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan
tujuan  memberikan pemahaman yang lebih
mendalam  kepada pelaku  UMKM  tentang
pentingnya perjanjian sewa-menyewa yang sah
secara hukum. Penyuluhan ini juga bertujuan untuk
memberikan pengetahuan tentang unsur-unsur
penting yang harus ada dalam perjanjian, serta
cara-cara penyelesaian sengketa yang mungkin
timbul. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik,
diharapkan pelaku UMKM dapat  melindungi
kepentingan mereka dan menjalankan usaha
dengan lebih tfenang dan berkelanjutan. Kegiatan
penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan
dampak positif dalam meningkatkan kesadaran
hukum di kalangan UMKM, sehingga mereka lebih
siap dalam menghadapi berbagai situasi yang
berkaitan dengan perjanjian sewa-menyewa. Ini
juga  merupakan  langkah  preventif  untuk
mengurangi potensi konflik dan memastikan bahwa
UMKM di Desa Pakuncen dapat terus berkontribusi
terhadap perekonomian daerah secara efekfif.
Penyuluhan hukum mengenai perjanjian sewa-
menyewa bagi UMKM di Desa Pakuncen,
Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang,
diharapkan memberikan sejumlah manfaat yang
signifikan bagi para pelaku usaha, baik dalam
jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaat-
manfaat  tersebut antara lain Peningkatan
Kesadaran

HukumPenyuluhan ini membantu para pelaku UMKM
untuk memahami pentingnya aspek hukum dalam
menjalankan usaha mereka, khususnya terkait
perjanjian sewa-menyewa. Dengan pengetahuan
hukum yang lebih baik, mereka dapat menghindari
kesalahan yang dapat berujung pada masalah
hukum. Pencegahan Konflik Dengan memahami hak
dan kewaqjiban dalam perjanjian sewa-menyewaq,
pelaku UMKM dapat mengurangi potensi konflik
dengan pemilik lahan atau bangunan yang disewa.
Penyuluhan ini memberikan panduan praktis tentang
bagaimana menyusun perjanjian yang adil dan
seimbang bagi kedua belah pihak. Pengamanan
Aset dan Keberlangsungan Usaha.

Pengetahuan fentang perjanjian sewa-
menyewa yang sah dapat membantu pelaku UMKM
dalam melindungi  aset  dan memastikan
keberlangsungan usahanya. Mereka akan lebih
waspada ferhadap klausul-klausul yang merugikan
dan lebih mampu mengamankan posisi mereka
dalam perjanjian.Peningkatan Kepercayaan Diri
Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, pelaku
UMKM akan merasa lebih percaya diri dalam
bernegosiasi dengan pihak pemilik lahan atau
bangunan. Hal ini juga akan meningkatkan
kemampuan mereka untuk berdiskusi dan menuntut
hak-hak mereka jika terjadi sengketa.

Dukungan terhadap Pengembangan Usaha
Dengan mengurangi risiko hukum, UMKM dapat lebih
fokus pada pengembangan usaha mereka.
Penyuluhan ini juga membantu mereka untuk lebih
siap dalam menghadapi tantangan yang mungkin
muncul seiring perftumbuhan usaha, terutama dalam
konteks sewa-menyewa. Penguatan Jaringan Sosial
dan Komunitas Kegiatan penyuluhan ini juga dapat
menjadi ajang untuk mempererat hubungan antar
pelaoku UMKM di Desa Pakuncen. Dengan saling
berbagi pengalaman dan pengetahuan, mereka
dapat membentuk jaringan yang lebih solid dan
mendukung safu sama lain dalom menghadapi
berbagai masalah hukum.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan dengan metode
ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi. Ceramah
diberikan oleh ahli  hukum yang memiliki
pengalaman dalam menangani kasus-kasus terkait
sewa-menyewa. Sesi diskusi dan tfanya jawab
diadakan untuk memberikan kesempatan kepada
peserfa dalam mengajukan pertanyaan dan

berbagi pengalaman mereka. Simulasi perjanjian
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sewa-menyewa dilakukan untuk  memberikan
gambaran praktis tentang penerapan materi yang
telah disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai
perjanjian sewa-menyewa bagi UMKM di Desa
Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten
Serang, dilaksanakan dengan  tujuan  untuk
memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum
kepada para pelaku usaha setempat. Pelaksanaan
kegiatan ini mencakup beberapa tahapan yang
dirancang untuk memastikan materi penyuluhan
dapat disampaikan dengan efektif dan bermanfaat
bagi peserta.

1. Persiapan dan Perencanaan

Identifikasi  Kebutuhan: Tm penyelenggara
melakukan survei awal untuk mengidentifikasi
kebutuhan hukum para pelaku UMKM terkait
perjanjian sewa-menyewa. Survei ini melibatkan
wawancara dan pengumpulan data dari pelaku
UMKM di Desa Pakuncen.

Penyusunan Materi: Berdasarkan hasil survei,
materi penyuluhan disusun oleh tim ahli hukum
dengan fokus pada aspek-aspek penting dalam
perjanjian  sewa-menyewa, seperti hak dan
kewajiban penyewa dan pemilik, penyusunan
perjanjian tertulis, serta penyelesaian sengketa.

Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan: Tim
juga melakukan koordinasi dengan pemerintah
desa, pihak kecamatan, dan organisasi terkait untuk
memastikan  pelaksanaan  penyuluhan  berjalan
lancar dan mendapat dukungan penuh.

2. Pelaksanaan Penyuluhan

Waktu dan Tempat: Penyuluhan dilaksanakan
pada tanggal yang telah disepakati bersama di
Balai Desa Pakuncen. Pemilihan tempat ini bertujuan
untuk memudahkan akses peserta yang berasal dari
desa tersebut dan sekitarnya.

Metode Penyuluhan: Kegiatan ini dilakukan
dengan metode ceramah, diskusi inferaktif, dan
simulasi. Ceramah diberikan oleh ahli hukum yang
memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus
terkait sewa-menyewa. Sesi diskusi dan tanya jawab
diadakan untuk memberikan kesempatan kepada

peserta dalam mengajukan pertanyaan dan
berbagi pengalaman mereka. Simulasi perjanjian
sewa-menyewa dilokukan  untuk  memberikan
gambaran praktis tenfang penerapan materi yang
telah disampaikan.

Distribusi Materi: Selama penyuluhan, peserta
diberikan buku panduan dan materi cetak yang
berisi poin-poin penting tentang perjanjian sewa-
menyewa, termasuk contoh perjanjian yang dapat
dijadikan referensi.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi Peserta: Setelah penyuluhan, dilakukan
evaluasi  untuk mengukur tingkat pemahaman
peserta melalui kuesioner dan diskusi akhir. Feedback
dari peserta digunakan untuk menilai efektivitas
penyuluhan dan untuk perbaikan pada kegiatan
serupa di masa mendatang.

Tindak Lanjut: Sebagai findak lanjut, tim
penyelenggara menyediakan layanan konsultasi
hukum gratis selama beberapa waktu setelah
penyuluhan untuk membantu peserta yang
membutuhkan bantuan lebih lanjut terkait perjanjian
sewa-menyewa.

4. Dokumentasi

Seluruh proses pelaksanaan kegiatan
penyuluhan didokumentasikan dalam bentuk foto,
video, dan laporan fertulis. Dokumentasi ini
digunakan sebagai bukti kegiatan dan untfuk
laporan kepada pihak yang berkepentingan.

Untuk mengatasi berbagai masalah hukum yang
sering dihadapi oleh UMKM di Desa Pakuncen terkait
perjanjian sewa-menyewa, beberapa solusi hukum
berikut dapat diterapkan:

Penyusunan  Perjanjian  Sewa-Menyewa
secara Tertulis Keberadaan Perjanjian Tertulis: Solusi
utama untuk menghindari sengketa adalah dengan
memastikan bahwa setiap transaksi sewa-menyewa
dilakukan melalui perjanjian tertulis. Perjanjian ini
harus memuat secara jelas dan rinci hak dan
kewajiban kedua belah pihak, durasi sewa, biaya
sewa, kondisi properti atau aset yang disewakan,
serta  ketentuan mengenai pembatalan  dan
perpanjangan konfrak. Bantuan Hukum dalam
Penyusunan: Mengingat keterbatasan pengetahuan
hukum, UMKM dapat memanfaatkan jasa banfuan
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hukum dari advokat aftau konsultan hukum lokal
dalam menyusun perjanjian. Layanan konsultasi ini
dapat disediakan melalui kerja sama dengan
pemerintah desa aftau lembaga bantuan hukum.
Sosialisasi dan Edukasi Hukum secara Berkelanjutan
Program Pelatihan: Solusi jangka panjang meliputi
penyelenggaraan program pelatihnan dan sosialisasi
hukum secara berkala untuk pelaku UMKM. Program
ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum
dan kemampuan pelaku usaha dalam memahami
dan menegosiasikan perjanjian  sewa-menyewa.
Penyebaran Materi Hukum: Distribusi  brosur,
panduan, dan contoh perjanjian sederhana yang
mudah dipahami dapat membantu UMKM dalam
membuat perjanjion  yang lebih aman dan
terstruktur. Penyelesaion Sengketa secara Damai
Mediasi dan Negosiasi: Jika terjadi sengketa antara
penyewa dan pemilk, penyelesaian masalah
sebaiknya dilakukan terlebih dahulu melalui mediasi
dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan damai.
Pemerintah desa atau tokoh masyarakat setempat
dapat berperan sebagai mediator yang netral.
Akses ke Lembaga Penyelesaian Sengketa:
Apabila mediasi tidak berhasil, UMKM harus diberi
akses ke lembaga penyelesaian sengketa yang lebih
formal, seperti Badan Arbitrase atau Pengadilan

Negeri, dengan pendampingan hukum yang
memadai.
1. Pendirian Lembaga Bantuan Hukum Desa
Lembaga Bantuan Hukum  (LBH) Desa:

Mendirikan Lembaga Bantuan Hukum di tingkat desa
dapat menjadi  solusi  jangka panjang untuk
mendukung UMKM dalom menghadapi masalah
hukum. LBH Desa dapat memberikan konsultasi
hukum gratis atau terjangkau, serta menjadi wadah
advokasi untuk kepentingan pelaku usaha kecil di
desa.

2. Kerja Sama dengan Pemerintah dan Swasta

Program Bantuan Hukum oleh Pemerintah:
Pemerintah daerah dapat menginisiasi program
bantuan hukum yang bekerja sama dengan instansi
swasta, universitas, atau organisasi non-pemerintah
untuk memberikan pendampingan hukum kepada
UMKM secara berkelanjutan.

Kemitraan dengan Perbankan: UMKM juga dapat
didorong untuk membentuk kemitraan dengan
perbankan atau lembaga keuangan yang dapat
memberikan dukungan dalam bentuk legalitas
usaha dan penyusunan perjanjian sewa-menyewa
yang sesuai standar.

3. Pemberdayaan Komunitas UMKM

Forum Diskusi Hukum: Membentuk komunitas
atau forum diskusi antar pelaku UMKM di Desa
Pakuncen yang fokus pada sharing pengalaman
dan pengetahuan hukum. Forum ini dapat menjadi
tempat berbagi solusi praktis dalam menghadapi
masalah sewa-menyewa.

Pendirian Koperasi atau Kelompok Usaha
Bersama: Melalui koperasi atau kelompok usaha
bersama, pelaku UMKM dapat memperoleh akses
yang lebih baik terhadap layanan hukum dan
memiliki kekuatan tawar yang lebih tinggi dalam
bernegosiasi dengan pemilik lahan atau bangunan.

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum mengenai perjanjian
sewa-menyewa yang dilaksanakan bagi UMKM di
Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara,
Kabupaten Serang, memberikan dampak positif
bagi para peloku usaha setempat. Kegiatan ini
berhasili  meningkatkan  pemahaman  mereka
mengenai aspek-aspek penting dalam perjanjian
sewa-menyewa, serta pentingnya memiliki perjanjian
tertulis yang sah secara hukum. Melalui penyuluhan
ini, para pelaku UMKM menyadari betapa
pentingnya memahami hak dan kewajiban mereka
dalam perjanjian sewa-menyewa untuk menghindari
potensi konflik dan masalah hukum yang dapat
merugikan usaha mereka. Selain itu, dengan adanya
panduan praktis dan simulasi - perjanjian  yang
diberikan, pelaku UMKM kini lebih siap dalam
menyusun dan menegosiasikan perjanjion  sewa-
menyewa dengan pemilik lahan atau bangunan.

Hasil evaluasi menunjukkan  peningkatan
kesadaran dan kepercayaan diri peserta dalam
menghadapi situasi sewa-menyewa, serta kesiapan
mereka untuk menerapkan pengetahuan yang
diperolen dalam operasional bisnis sehari-hari.
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Penyuluhan ini juga membuka peluang bagi
terbenfuknya komunitas UMKM yang lebih kuaf,
dengan dukungan hukum yang lebih baik.
Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan pentingnya
penyuluhan hukum yang berkelanjutan untuk
memastikan UMKM di Desa Pakuncen dapat
berkembang dengan aman dan terhindar dari
masalah hukum. Diharapkan, kegiatan serupa dapat
diloksanakan secara rutin dan melibatkan lebih
banyak pelaku usaha, sehingga manfaatnya dapat
dirasakan secara lebih luas.
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